
SOSIALISASI PEDOMAN MCP TAHUN 2021

“MANAJEMEN ASN”
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UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi

PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan BMN/BMD

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan BMD

Dasar Hukum
Pelaksanaan Kegiatan

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Penyusunan APBD 2021



SURAT KPK



MONITORING CENTER FOR PREVENTION 2021

Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021

AREA 
INTERVENSI

• 8 Area 
Intervensi

INDIKATOR

• 34 Indikator

SUB 
INDIKATOR

• 70 Sub 
Indikator



Kemanfaatan MCP

Output

Effectivity

Impact



Capaian 20210

Nasional

 2018  : 58%

 2019  : 69%

 2020 : 64%



FOKUS PENCEGAHAN 2021

Perencanaan & Penganggaran 
APBD

01

Pengadaan Barang dan Jasa

02

Perizinan

03

APIP

04

Manajemen ASN

05

Optimalisasi Pajak Daerah

06
Manajemen Aset Daerah

07

Tata Kelola Dana Desa

08

Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021



https://www.tagar.id/diduga-akibat-hutang-politik-bupati-indramayu-ott-kpk

TANTANGAN KITA

https://mediaindonesia.com/pilkada/371090/90-kepala-daerah-korupsi-karena-utang-ke-sponsor

https://nasional.kontan.co.id/news/bupati-malang-rendra-korupsi-untuk-bayar-utang-kampanye

https://www.tagar.id/diduga-akibat-hutang-politik-bupati-indramayu-ott-kpk
https://mediaindonesia.com/pilkada/371090/90-kepala-daerah-korupsi-karena-utang-ke-sponsor
https://nasional.kontan.co.id/news/bupati-malang-rendra-korupsi-untuk-bayar-utang-kampanye


TANTANGAN UTAMA

https://news.detik.com/berita/d-4640764/ott-bupati-kudus-kpk-duga-terkait-jual-beli-jabatan

https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/01/jual-beli-jabatan-merajalela/ https://kabar24.bisnis.com/read/20190315/16/900176/ketum-ppp-kena-ott-dugaannya-terkait-jual-beli-

jabatan-di-lingkungan-kanwil-kemenag

https://news.detik.com/berita/d-4647131/kpk-soal-penyebab-jual-beli-jabatan-di-daerah-merasa-tak-diawasi https://regional.kompas.com/read/2017/08/16/16084271/bupati-klaten-akui-terima-uang-suap-jual-beli-jabatan

https://www.republika.co.id/berita/qrira7354/ketua-kpk-praktik-jual-beli-jabatan-kita-sikat

https://news.detik.com/berita/d-4640764/ott-bupati-kudus-kpk-duga-terkait-jual-beli-jabatan
https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/01/jual-beli-jabatan-merajalela/
https://kabar24.bisnis.com/read/20190315/16/900176/ketum-ppp-kena-ott-dugaannya-terkait-jual-beli-jabatan-di-lingkungan-kanwil-kemenag
https://news.detik.com/berita/d-4647131/kpk-soal-penyebab-jual-beli-jabatan-di-daerah-merasa-tak-diawasi
https://regional.kompas.com/read/2017/08/16/16084271/bupati-klaten-akui-terima-uang-suap-jual-beli-jabatan
https://www.republika.co.id/berita/qrira7354/ketua-kpk-praktik-jual-beli-jabatan-kita-sikat


MANAJEMEN ASN

Sistem Informasi

 Sistem Informasi

Manajemen ASN

Regulasi

 Perkada

 SK Kada

Kepatuhan 

LHKPN dan 

Pengendalian 

Gratifikasi

 Kepatuhan LHKPN

 Pengendalian

Gratifikasi

Tata Kelola

 Evaluasi Jabatan

 Tambahan

Penghasilan Pegawai

 Promosi, Rotasi,

Mutasi

Manajemen Kinerja

Pengawasan

 Reviu Atas Rotasi,

Promosi, Mutasi ASN

 Evaluasi Benturan

Kepentingan

Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021



1. REGULASI MANAGEMEN ASN

Perkada tentang:

• Evaluasi Jabatan

• Tambahan penghasilan pegawai (TPP)

• Pelaporan LHKPN

• Pedoman Pengendalian Gratifikasi

• Benturan Kepentingan

• Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, 

JA, JF dan Jabatan Pelaksana)



1. REGULASI MANAGEMEN ASN

Perkada tentang:

• Pedoman manajemen talenta

• Sistem pola karir/Pembinaan Karir

• Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) 

di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja

dan uji kompetensi

• Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi

melalui talent pool dan rencana suksesi

• Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

• Tata Cara Penegakan Disiplin ASN



SK Kepala Daerah tentang:

1. Pemberian TPP untuk tahun berjalan

2. Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN

3. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

4. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.



2. SISTEM INFORMASI

Pemda menyusun Sistem Informasi Kepegawaian yang 

terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan

pembinaan pegawai;

Adanya aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan: 

1. Pelaporan aktivitas harian ASN

2. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung

3. Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran

penilaian kinerja



3. Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian 

Gratifikasi

Pemda melaksanakan Bimtek Pengisian LHKPN untuk dapat

mendukung tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN

1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif

2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif



3. Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian 

Gratifikasi

Pemda melaksanakan Sosialisasi Regulasi Gratifikasi dan

mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi

1. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi yang 

mencakup: Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Waktu

Pelaksanaan, Pelaksana, Peserta, Dokumentasi, 

Penutup

2. Pelaporan Gratifikasi



4. TATAKELOLA SDM

1. Pemda menyusun evaluasi jabatan untuk seluruh OPD

2. Pemda meminta validasi hasil evaluasi jabatan kepada

KemenPAN RB

Output : 

1. Nilai dan Kelas Jabatan pada seluruh OPD

2. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan

3. Peta Jabatan seluruh OPD

a. Evaluasi Jabatan



4. TATAKELOLA SDM

b. Tambahan Penghasilan Pengawai

1. Pemda menyusun regulasi implementasi TPP yang memperhatikan

nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko

kerja, lokasi kerja, manajerial, dst

2. TPP mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, 

TPTGR 



4. TATAKELOLA SDM

C. Promosi, Rotasi dan Mutasi

Pemda menyusun:

1. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka;

2. Menginput data dan informasi setiap tahapan pengisian JPT secara

lengkap dalam Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI);

3. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT; dan

4. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan

karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen

pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi)



4. TATAKELOLA SDM

D. Manajemen Kinerja

Pemda menyusun:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT)

2. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan

3. Hasil penilaian kinerja (minimal tiap semester)

4. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan)



5. Pengawasan

a. Reviu atas rotasi, Promosi dan Mutasi ASN

1. Inspektorat melakukan reviu atas promosi, rotasi, dan

mutasi ASN

2. Dalam melakukan reviu atas promosi, rotasi, dan mutasi

ASN, Inspektorat melakukan evaluasi apakah proses 

tersebut sudah memenuhi kualifikasi baik dari sisi

administrasi maupun teknis. 



5. Pengawasan

a. Evaluasi Benturan kepentingan

1. BKD melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Benturan

Kepentingan

2. Inspektorat melaksanakan Evaluasi Benturan Kepentingan



MONITORING PTDH

 Dihukum penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan
yang inkracht karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan

 Dihukum penjara berdasarka
putusan pengadilan yang telah
inkracht karena melakukan tindak
pidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang dilakukan dengan
berencana

[Pasal 87 huruf b dan d UU RI No. 5/2015 jo. Pasal 250 huruf b dan d PP RI No. 250 17/2020]



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198
www.kpk.go.id

Informasi LHKPN:
Email : elhkpn@kpk.go.id
Informasi Gratifikasi:
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Hubungan Masyarakat:
Email: informasi@kpk.go.id

Pengaduan Dugaan Tindak
Pidana Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120

Faks: (021) 5289 2454
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

TERIMA KASIH

http://www.kpk.go.id/
mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
mailto:informasi@kpk.go.id

